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ABSTRAK

Dalam tindak pidana perdagangan anak, anak sekadmin sangatlah dirugikan baik
secara kejiwaan, fisik, dan mental. Seharusnya kaermendapatkan perlindungan,
pengawasan dan kasih sayang dari kedua orang tudaryarang-orang disekelilingnya.
Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tah2 Zentang Perlindungan Anak,
telah memunculkan aspek-aspek hukum terhadap ahaktaranya dengan dibentuknya
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). PasalUitdang-Undang Perlindungan Anak
mengamanahkan salah satu tugas KPAI adalah meraberjerlindungan terhadap anak,
termasuk memberikan perlindungan terhadap analgaekarban tindak pidana perdagangan
anak. Permasalahan dalam tulisan ini adalah: partdragaimana peranan KPAI dalam
pengawasan perlindungan hukum terhadap anak sekadpgin perdagangan anak. Kedua,
Upaya apa saja yang dilakukan oleh KPAI dalam madak penanggulangan tindak pidana
korban perdagangan anak. Ketiga, Apa saja kendgldata yang dihadapi KPAI dalam
menanggulangi tindakan tindak pidana terhadap aselkagai korban tindak pidana
perdagangan anak. Adapun metode penelitian yangnalign dalam skripsi ini adalah
pendekatan masalah yuridis empiris yaitu denganhatehubungan antara aspek-aspek
hukum dengan penerapan peranan KPAI dalam melakupangawasan dan
penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap anakgae korban dalam perdagangan
anak. Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengavawancarai pegawai KPAI dan
studi dokumen. Setelah melakukan penelitian didalpatasil penelitian: pertama, KPAI
mempunyai peran mengadakan pertemuan ditingkadlkdadalam rangka mensosialisasikan
peraturan perundang-undanagan, memberikan pengaddra mengumpulkan data serta
informasi. Disamping itu KPAI juga memberikan lag@o, saran, masukan, dan
pertimbangan kepada Presiden dan setiap setahat. ddlengadakan kerjasama dengan
instansi lembaga penegak hukum dan lembaga setindkagan KPAI. Melakukan
pengawasan terhadap kinerja penegak hukum, indimdayarakat, maupun para menteri
yang berkaitan dalam penyelenggaraan perlindungeunh terhadap anak dalam kasus
tindak pidana perdagangan anak. Kedua, upaya daemanggulangan tindak pidana
perdagangan anak disetiap daerah membuat rumahmpengan Unit Perempuan dan
Perlindungan Anak (PPA) yang dibuat oleh Dinas &atan Kepolisian Republik Indonesia.
Kemudian KPAI melakukan koordinasi dengan instaesnerintah daerah dan para penegak
hukum terhadap tindak pidana perdagangan anak. Nag@ranan KPAI dalam melakukan
pengawasan terhadap tindak pidana perdagangandaaaia masih kurang efektif karena
masih tingginya jumlah kasus tindak pidana perdggananak yang terjadi di wilayah
Indonesia. Ketiga, kendala-kendala yang dihadaglkd®lalah dari sisi fasilitas yaitu belum
lengkapnya sarana dan prasarana dalam menjalajasntga memberikan penyelenggaraan
perlindungan terhadap anak dibawah umur, kuran@waber Daya Manusia (SDM) yang
dibutuhkan oleh KPAI dalam melaksanakan tugas dagsinya. Disamping itu juga terdapat
masalah pendanaan yang masih minim untuk menurgangia fungsi dan tugas KPAI.
KPAI diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan tdfedsnya, meningkatkan Sumber
Daya Manusia (SDM) yang paham di bidang anak d&uwry dan pendanaan KPAI harus
diperbanyak dari pemerintahan pusat dan daerah.



BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Anak adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esarmdakhluk sosial. Sejak
dalam kandungan anak mempunyai hak atas hidup dathelka serta mendapat perlindungan
baik dari orangtua, keluarga, masyarakat, bangsandgard. Oleh karena itu anak harus
dijaga dan diperlakukan dengan baik supaya masandgp gemilang dan mampu meraih
cita-citanya. Namun dalam kenyataannya sering tsdekiai, anak sebagai pihak yang lemah
sering dimanfaatkan oleh beberapa pihak demi mexkimp keuntungan yang kemudian
sampai melanggar hak yang harus ia terima sebagaisia.

Pemanfaatan anak secara berlebihan oleh beberbpk pang tidak bertanggung
jawab, merupakan masalah di setiap negara. Dalagkup internasional saja contohnya
yang dihimpun International Catholic Migration Commissior(ICMC) tahun 2005,
menyebutkan kasus perdagangan anak yang berhapibidian berjumlah 130 kasus, dengan
jumlah pelaku 198 dan jumlah korbannya adalah 7i&nhg Angka ini mengalami
peningkatan pesat jika dibandingkan tahun 2003 yerya 84 kasus. Dari jumlah tersebut

sebesar 30% korbanya adalah anak perempuan uaiggktiari 18 (Delapan Belas) tatfun.

Sedangkan di Indonesia sendiri dari data BaresR®LRI menujukkan terjadinya
peningkatan jumlah kasus perdagangan anak. Dimetmant2005 berjumlah 125 kasus
perdagangan anak dengan korban 150 anak, tahun 2&@émlah 155 kasus dengan korban

129 anak, serta pada tahun 2007 berjumlah 205 ldesugan korban 215 anak. Pada tahun

1

Abdussalam, 200Hukum Perlindungan Analakarta: Restu Agung, hal. 1.

2 Khabarlslam, 2009. Berita dan Kriminakasus Anak Meningkatvww. Khabar Islam.Wordpress.com
Diakses tanggal, 28 Juli 2009.




2008 berjumlah 220 kasus. Tahun 2009 sampai deagah tahun 2010 tindak pidana

perdagangan anak meningkat tajam menjadi berjuin@98 kasus.

Dalam kasus tindak pidana perdagangan anak diaergka merupakan pihak yang
lemah baik secara kejiwaan, fisik, dan mental. Belmya mereka mendapatkan
perlindungan, pengawasan, dan kasih sayang datiakedang tuanya, dan orang-orang
disekelilingnya.

Oleh sebab itu seluruh negara-negara Internasiov@lui Majelis Umum PBB
sepakat membentuk suatu Konvensi Hak Anak (KHA)gyaisepakati pada tanggal 20
November 1990 dengan maksud melindungi dan mendrergelayanan sosial untuk
perkembangan jiwa anak agar dapat kembali tumbnltbdekembang secara wafar.

Indonesia sebagai masyarakat internasional danota@BB, kemudian meratifikasi
Konvensi Hak Anak (KHA) tersebut dengan mengeluarKeputusan Presiden Nomor 36
tahun 1990. Keppres tersebut juga merupakan betdwik perjanjian internasional pada
tanggal 26 Januari 1990 di New York, Amerika Seril&elanjutnya disebutkan pula dalam
pertimbangan Keppres Nomor 36 tahun 1990 itu baparsgesahan Konvensi Hak Anak
(KHA) ini didasarkan kepada Surat Presiden Nomd628K/1990 tertanggal 22 Agustus
1990. Dengan demikian, proses ratifikasi yang dikak Pemerintah Rebuplik Indonesia atas
Konvensi Hak Anak (KHA) mengikuti prosedur yangtdiedalam hukum nasional.

Setelah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) kealal keppres tahun 1990,
Pemerintah Republik Indonesia juga membuat aturaruridang-Undangan dan Keppes
mengenai anak diantaranya Undang-Undang Nomor 1funrd995 Tentang Lembaga

Pemasyrakatan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 199#&dgrPengadilan Anak, Undang-

3 Antara News, 2010. Berita dan KriminaKejahatan Perdagangan Orang meningkatww.

AntaraNews.com. Diakses tanggal 18 Januari 2010.

* Muhammad Jhoni dan Zulchaini Z.Tanamas, 198pek Hukum Perlindungan Andandung: Citra Aditya
Bakti, hal. 56.

* Ibid., hal. 58.



Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Man(siAM), Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Kepplomor 87 Tahun 2002 Tentang
Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksaamersial Anak, Keppres Nomor
88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional PenghapPerdagangan Perempuan dan
Anak, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 TgnBemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan Orang.

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang NomoFaB8n 2002 Tentang
Perlindungan Anak, pemerintah berkewajiban untukmbentuk suatu lembaga yang
memberikan perlindungan hukum terhadap anak selagdaan tindak pidana, yaitu Komisi
Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang terdapadtgpPasal 74 Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sedangkaal 76 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi KorfAerlindungan Anak Indonesia
(KPAI) bertugas:

1. Melakukan sosialisasi seluruh peraturan perundawigngan yang berkaitan dengan
perlindungan anak, mengumpulkan data dan inforrmasnerima pengaduan masyarakat,
melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dgawasan terhadap penyelenggaraan
perlindungan anak;

2. Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimipakgpada presiden dalam rangka

perlindungan anak.

Dari beberapa tugas Komisi Perlindungan Anak Ind@n@PAIl) diatas, pengawasan
penyelenggaraan perlindungan anak adalah cara palhyg efektif dalam menanggulangi
anak sebagai korban tindak pidana perdagangan anak.

Untuk itulah perlunya pengawasan penyelenggaradmghengan anak, agar dapat
menekan terjadinya tindak pidana terhadap anakgselarban perdagangan anak, dengan

memperhatikan pola-pola nilai, sistem-sistem noifinadla-pola prilaku yang bertentangan.



Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 76 Undtadegig Nomor 23 Tahun 2002
diatas®

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang ditek pemerintah berdasarkan
ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA), adalah pihak nga berwenang dalam melakukan
pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungdm @ntuk mewujudkan pelaksanaan
tugas dan pengawasan perlindungan anak yang tepainya Komisi Perlindungan Anak
Indonesia (KPAI) tidak bisa bekerja sendiri. Oledrdna itu perlu ada kerjasama dengan
masyarakat dalam penyeleranggaan perlindungan hiudarta memberikan kesejahteraan
terhadap anak, agar anak mendapatkan hak dan kanwayia sebagai warga negara.

Selain itu masih banyak yang harus dilakukan oledmisi Perlindungan Anak
Indonesia (KPAI) dalam pengawasan penyelenggaraatingungan hukum terhadap
perdagangan anak, tidak hanya tindakan secara ulaggtetapi tindakan secara tidak
langsung juga diperlukan dalam pengawasan penyeigaan perlindungan anak terhadap
tindak pidana perdagangan anak. Maksud dari pemrigan hukum secara langsung adalah
memberikan penanganan terhadap anak sebagai korokk pidana perdagangan anak,
sedangkan perlindungan hukum secara tidak langsmegiberikan pencegahan dan
penanggulangan sebelum dan sesudah terjadiny faidiana kejahatan perdagangan ahak.

Dengan adanya Peraturan Perundang-Undangan damdangerlindungan hukum
terhadap anak yang telah ada, maka pemerintah dakxmberikan kepastian hukum dan
tertib hukum terhadap tindak pidana perdagangak, draus dilaksanakan sesuai dengan

peraturan yang berlaku. Dan menjatuhkan hukumag lgarat terhadap pelaku tindak pidana

® Darwan Prinst, 199 Hukum Anak Indonesi®@andung: Citra Aditya Bakti, hal .167-168.
7 Ibid., hal 85.
& Arif Gosita, 2004Masalah Perlindungan Anaklakarta: Bhuana limu Populer, hal.159.



perdagangan anak, supaya pelaku tindak pidana gserdan anak jera terhadap hukuman
yang berlakd.

Indonesia yang merupakan negara hukum yang mengahatn fule of law’. Untuk
itu Indonesia perlu melakukan pelaksanaan konsepé negara hukum khususnya
perlindungan hukum terhadap anak. Salah satu beydukdengan dicantumkannya
perlindungan hukum terhadap anak dalam beberapangemg-undangan dan juga pada
Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemayditin Pasal 28 B butir 2 yang
berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungarphtdmbuh dan berkembang serta berhak
atas hak perlindungan dari kekerasan dan diskrsifindan Pasal 34 ayat (1) berbunyi
“Fakir miskin dan anak-anak telantar dipeliharaholeegara”. Dengan adanya ketentuan
hukum yang berlaku bagi anak, pemerintah harus ksateakan tugas dan kewajibanya
sebagai aparatur negara yang terdapat pada Undaaepy Dasar 1945 tersebut, agar anak
mendapatkan hak dan kewajibanya sebagai wargaat@gar

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarikk mengkaji dan membahas
masalah ini kedalam suatu tugas akhir dengan judBERANAN KOMISI
PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI) DALAM PENGAWASAN

TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK”

B. Perumusan Masalah

Dalam penyusunan karya ilmiah sudah seharusngariehgetahui apa yang menjadi
permasalahan, sehingga penulisan skripsi ini depdt terarah dengan baik.

Berdasarkan dari uraian dan judul penulis diataska perumusan masalah yang

akan penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

° Emiliana Krisnawati, 200%Aspek Hukum Perlindungan Andkandung: Utomo, hal. 50.
1% Maidin Gultom, 2006.Perlindungan Hukum Terhadap And&andung: Refika Aditama, hal. 11.



1.

3.

Bagaimana peranan Komisi Perlindungan Anak Inden@sPAI) dalam pengawasan
perlindungan hukum terhadap anak sebagai korbagagangan anak?

Upaya apa saja yang dilakukan oleh Komisi PerligannAnak Indonesia (KPAI) dalam
melakukan penanggulangan tindak pidana korban gandgn anak?

Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Komisi Rdulngan Anak Indonesia (KPAI)
dalam menanggulangi tindakan tindak pidana terhadag sebagai korban perdagangan

anak ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis mengadakan penelitianmnulisan skripsi ini:

1.

D.

Untuk mengetahui peranan Komisi Perlindungan Anakiohesia (KPAI) dalam
pengawasan perlindungan hukum terhadap anak sdtmbain perdagangan anak.
Untuk mengetahui tindakan Komisi Perlindungan Atradonesia (KPAI) apabila terjadi
tindak pidana terhadap anak sebagai korban perdagamnak.

Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi Klemisi Perlindungan Anak
Indonesia (KPAI) dalam menanggulangi tindakan tkingadana terhadap anak sebagai

korban perdagangan anak.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulis skripsi ini adalah:

1.

Manfaat teoritis :

Sebagai sumbangan pemikiran bagi para pembaaca dagat memberikan suatu

manfaat terhadap perkembangan ilmu pengetahuassugasnya ilmu hukum pidana yang

membahas peranan Komisi Perlindungan Anak Indon@sRAl) dalam pengawasan

perlindungan hukum terhadap anak sebagai korbalagangan anak.

2.

Manfaat praktis :



a. Penulis mengharapkan agar dapat memberikan sumbgegnikiran mengenai
peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

b. Agar hasil penelitian ini menjadi perhatian dapatadigunakan oleh semua pihak baik
itu bagi pemerintah, masyarakat umum maupun pilitagkpyang bekerja di bidang
hukum, khususnya Komisi Perlindungan Anak Indon@sRAl) sehingga lebih efektif
dalam peranannya dalam melakukan pengawasan tertiadak pidana perdagangan

anak.

E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual
1. Kerangka Teoritis

Penulisan ini  berjudul “PERANAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK
INDONESIA (KPAI) DALAM PENGAWASAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ANAK” Dimana pada latar belakang teldifelaskan pengangkatan judul
ini didasari beberapa masalah yang menarik dibahagliteliti.

Pada kerangka teoritis, penulis membuat beberapagrdingkup pembahasan
terhadap bahan-bahan hukum yang terkait dengatiteme
a Teori Peranan

PerananRolg adalah perilaku yang diharapkan akan dilakukah seseorang yang
menduduki posisi tertentu, baik posisi dalam orgasii maupun dalam sikap negara. Setiap
orang yang menduduki posisi itu, diharapkan bégler sesuai dengan sifat posisi itu.

Dalam teori peran, perilaku individu harus dipahdam dimaknai dalam
konteks sosial. Disamping itu, teori peranan jugmegaskan bahw&erilaku
politik...adalah perilaku dalam menjalankan peranasliffk” . Teori ini berasumsi bahwa
perilaku politik adalah akibat dari tuntutan ataardpan terhadap peran yang kebetulan

dipegang oleh seorang aktor politfk.
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Teori peranan mempunyai kemampuan mendiskripsikatitusi secara behavioral.
Dalam pandangan teoritis peranan, institusi pokitkalah serangkaian pola perilaku yang
berkaitan dengan peranan. Model teori peranan lsggsnenunjukkan segi-segi perilaku
yang membuat suatu Kkegiatan sebagai institusi. &engemikian, teori peranan
menjembatani jurang yang memisahkan pendekatarvidodiistik dengan pendekatan
kelompok. Dalam teorisasi peranan, kita masih lbsambahas perilaku individu, tetapi
perilaku dalam arti peranan. Dan peran-peran iailadd komponen-komponen yang akan
membentuk institusi. Dalam kata lain, institusidb@didefinisikan sebagai serangkaian peran
yang saling berkaitan, yang berfungsi mengorgaikaasdan mengkoordinasikan perilaku
demi mencapai suatu tuju&h.

a. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Pentigdn Anak. Dalam Bab X

dalam Pasal 76, dikatakan bahwa:

Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas:

1. Melakukan sosialisasi seluruh peraturan perundawigsugan yang berkaitan dengan
perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasnerima pengaduan
masyrakat, melakukan penelaahan, pemantauan, syalaa pengawasan terhadap
penyelenggaraan perlindung anak;

2. Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimimakgpada presiden dalam

rangka perlindungan anak.

12 .
Ibid.

B Mohtar Mas'oed, 198%tudi Hubungan Internasionallingkat Analisa dan Teorisasfogyakarta: PAU-
SS-UGM, hal. 45.



Ketentuan dalam pasal diatas menegaskan adanyalBeggaraan Perlindungan
Anak yang diseleranggakan oleh Komisi Perlindungaak Indonesia (KPAI). Pertanggung
jawaban ini dapat bergeser koordinasi dengan p&nbgkum baik saksi maupun anak
sebagai korban sesuai dengan diamanatkan KitabngrAdadang Hukum Acara Pidana.
b. Bahan hukum lainnya yang terkait dengan peranaggberanggan perlindungan anak
dalam menemukan tindak pidana perdagangan ariafl@hesia diantaranya:
1. Undang -Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Ketadn Anak.
2. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang &wmi\Hak Anak.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Adasusia (HAM).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pemigai Anak.
5. Keppres Nomor 87 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksiddal Penghapusan
Eksploitasi Seksual Komersial Anak.
6. Keppres Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana AksioNal Penghapusan
Perdagangan Perempuan dan Anak.
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang PemlasamtTindak Piadana
Perdagangan Orang.
8. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undangahg Hukum Acara
Pidana.
9. Dan Undang -Undang lain yang terkait dengan masgdaty diangkat dalam
penulisan ini.
2. Kerangka Konseptual
Agar tidak terjadi kerancuan dalam mendefinikasikanti dan maksud dari judul
penelitian ini, maka perlulah diberikan konsep-legmgang meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Peranan



Dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia (KBBI), katarmer memiliki arti fungsi
seseorang atau sesuatu dalam kehiddfan.
b. Komisi Perlindungan Anak Indoneisa (KPAI)

KPAI adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Hdsbindang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 yang berbunyi dalam rangka meningkatkéektifitas penyelenggaraan

pelindungan anak, dengan undang-undang ini dibetRAl yang bersifat independén.

c. Pengawasan

Dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia (KBBI), katg@easan adalah penilikan atau
penjagaan®
d. Tindak Pidana

Sebagai perbuatan yang yang dilarang dan dianesgad pidana. Barang siapa yang
yang melanggar perbuatan tersebut, dan perbuatsebtd bertentangan dengan cita-cita
pergaulan masyarakat dan bersifat melawan hukum.
f. Perdagangan Anak

Tindakan yang mengandung salah satu atau lebidakam pengangkutan antar
daerah atau negara, pemindah tangan, pemberangkaarrimaan dan penampungan
sementara, dengan cara ancaman atau pengunaamdezketerbal atau fisik, penculikan,
penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerert, memberikan atau menerima
pembayaran atau keuntungan, dimana anak dan pemengpgunakan untuk tujuan pelacur,

ekspoitasi seksual, buruh migran, legal maupunalleg@dopsi anak, pekerja jermal,

Depdiknas,2008amus Bahasa Indonesidakarta: Pusat Departemen Pendidikan Nasionallhab.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Q0Ghtang Perlindungan Anak.

¢ Depdiknas, OpCit, hal. 105.

7" Moeljatno, 1993Asas- Asas Hukum Pidaniakarta: Rieneka Cipta, hal.2.



pengantian pesanan, pembantu rumah tangga, pereknaustri pornografi, pengedar obat

telarang, pemindahan organ tubuh serta bentuk g&splainnya®®

F. Metode Penelitian
Motede penelitian sangatlah penting untuk membghag dirumuskan dalam hal ini
penulis memakai metode sebagai berikut:

1. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah deng@@nggunakan pendekatan
masalah yuridis empiris yaitu dengan melihat hubmngntara aspek-aspek hukum
dengan penerapan Komisi Perlindungan Anak Indon@$§iRAl) dalam pengawasan
penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap amagaekorban dalam perdagangan
anak.

2. Jenis Data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Merupakan data yang didapat langsung dari lapardgngan melakukan wawancara
terhadap beberapa pihak di Komisi Perlindungan Andinesia (KPAI) berkaitan dengan
peranannya dalam pengawasan penyelenggraan pediacithukum anak sebagai korban
perdagangan anak.

b. Data Sekunder

Merupakan informasi-informasi dari bahan studi letpkaan yang diperlukan bagi
penelitian. Data sekunder ini berguna sebagai [z=#e bagi bahan yang didapat dari
lapangan atau data primer yang belum diolah. Detargler terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, merupakan bahan yang mempuekaatan mengikat terdiri

dari:

a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang KesepgdnteAnak.

¥ Kementrian Pemperdayaan Perempuan RI, 2R08at Pelayanan Terpadu Penanggulangan Perdagangan

Orang.Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Perempuan RI;.hal



b) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang &wmiHak Anak.

c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Adasusia (HAM).

d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang PerligaluA\nak.

e) Keppres Nomor 87 Tahun 2002 Tentang Rencana M&sional Penghapusan
Eksploitasi Seksual Komersial Anak.

f) Keppes Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana A&sioNal Penghapusan
Perdagangan Perempuan dan Anak.

g) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang PemiasamiTindak Pidana
Perdagangan Anak.

h) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Ungd&ukum Acara
Pidana.

1)  Dan Undang-Undang lain yang terkait dengan masgdaiy diangkat dalam
penulisan ini.

2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan iimu pengetayang berkaitan
dengan perlindungan anak.

3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan penunjang hzemneam. Digunakan untuk
memperjelas maksud maupun arti dari bahan yangt degla undang-undang, ilmu
pengetahuan maupun bahan yang didapat dari lapaBgéman hukum tersier yaitu
kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBfja $ahan hukum lainnya
diambil dari internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Wawancara

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan keterangama menguatkan data yang
didapat dari dokumen. Dalam teknik wawancara imuytie mewawancarai pihak Komisi

Perlindungan Anak (KPAI).



b. Studi Dokumen
Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi idauku-buku, dokumen-
dokumen, surat-surat, memo-memo, dan bahan tedailmya yang berkaitan dengan
penelitian yang didapat dari perpustakaan, intedtagtbuku milik penulis sendiri.
4. Pengolahan dan Analisis Data
a. Pengolahan Data
Pengolahan data dilakukan dengan cara data yarapatidiari penelitian, kemudian
diseleksi dengan melakukan koreksi terhadap datgy walak menyangkut dengan
permasalahan yang dicari sehingga diperoleh dawg gtaurat.
b. Analisis Data
Setelah data diperoleh dari penelitian maka dasziveit diolah dengan analisis secara
kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan mempelajsetiap hasil penelitian yang

kemudian dijabarkan secara sistematis kedalam &aaya ilmiah'®

B Bambang Suggono, 200@etode Penelitian Hukundakarta : Raja Grafindo Jaya, hal .184- 186.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, dapatijis ambil kesimpulan :

1. Sebagai lembaga independen Komisi Perlindungaak Indonesia (KPAI)
mempunyai peranan dalam pengawasan terhadap tmdaka perdagangn anak.
Diantaranya KPAI dalam 3 (tiga) bulan atau setiefalsun sekali mengadakan
pertemuan di tingkat daerah kabupaten/kecamatarespad dalam rangka
mensosialisasikkan peraturan perundang-undanganganan penyelenggaraan
perlindungan anak dan memberikan pengarahan kapsdderah dalam rangka
pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dakasns tindak pidana
perdagangan anak yang dilakukan seseorang atamp@koyang tidak dikenal.
Selain itu KPAI mengumpulkan data dan informasiadalbentuk data sekunder
dan bentuk data primer, data sekunder yaitu datey yddapat dari lembaga
penegak hukum dan kementerian yang berkaitan pamyghraan perlindungan
anak, sedangkan data primer yaitu data dari KPAIl sendiri. KPAI juga
memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimhakgpada Presiden setiap
setahun sekali. Apabila KPAI menemukan kasus teqhaahak di setiap daerah
kabupaten/kecamatan pedesaan langsung dilaporkead&e’residen. KPAI juga
mengadakan kerjasama dengan instansi lembaga peheggam dan lembaga
setingkat dengan KPAI dalam rangka penyelenggag@tindungan hukum
terhadap anak dibawah umur. Melakukan pengawasdrad@p kinerja para

penegak hukum juga melakukan pengawasan terhaddipidun masyarakat



maupun para menteri yang berkaitan dalam penyeleaggerlindungan hukum
terhadap anak dan perempuan.
Namun peranan KPAI dalam melakukan pengawasdmdap tindak pidana
perdagangan anak dirasa masih kurang efektif kaneasih tingginya jumlah
kasus tindak pidana perdagangan anak yang teijadiayah Indonesia

2. Upaya KPAI dalam memberikan penyelenggaraahndangan hukum terhadap
anak dalam kasus tindak pidana perdagangan an&hatkngan membuat rumah
penampungan unit perempuan dan perlindungan anX) (isetiap daerah. PPA
ini ditujukkan untuk korban tindak pidana perdagangnak yang dibuat oleh
Dinas Sosial dan Kepolisian Republik Indonesia ybegada disetiap kepolisian
sektor di Indonesia.

3. Kendala-kendala yang dihadapi oleh KPAI Dalamnjdlankan Tugasnya Untuk
Melindungi Tindak Pidana Perdagangan Anak:
Dari sisi fasilitas yaitu belum lengkapnya saraaa grasarana yang dimiliki oleh
KPAI dalam menjalankan tugasnya untuk memberikamyg@lenggaraan
perlindungan terhadap anak, kurangnya sumber dagausia (SDM) yang
dibutuhkan oleh KPAI dalam melaksanakan tugas dagdinya. Disamping itu
juga terdapat masalah pendanaan KPAI masih mendapauntikan dana dari
pemerintah melalui Kementrian Pemberdayaan Peremgiasa Perlindungan Anak
dan dibagi dua.

B. SARAN

1. KPAI diharapkan dapat meningkatkan kinerja dantdfedsnya, agar KPAI dapat

lebih dikenal oleh masyarakat luas dan mampu meamgirkasus tindak pidana

perdagangan anak yang terjadi di Indonesia.



2. Dalam meninggkatkan efektifitasnya KPAI merekrititebanyak Sumber Daya
Manusia (SDM) yang paham di bidang anak dan hulAgar setiap
penyelengaraan perlindungan hukum tehadap anak didggdesanakan dengan
baik.

3. Diharapkan pendanaan KPAI harus diperbanyak danepatahan pusat dan
daerah. Karena banyak yang harus dilaksanakan geagelenggaraan

perlindungan hukum terhadap anak.
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